KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 14132 / ©) /Kpts/WNSL/I-2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA KADER PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD)

DAN KADER SUB-PPKBD

NAGARI SINDANG LUNANG KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI SINDANG LUNANG,

bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi
masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka perlu kiranya dibentuk
suatu wadah kegiatan berupa Keluarga Berencana (KB);

bahwa kegiatan Keluarga Berencana (KB) dimaksud merupakan salah
satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka
meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga
Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk
mewujudkan keluarga berkualitas;

bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu
dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan Kader
Keluarga Berencana (KB);

bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Wali Nagari Sindang Lunang, Kecamatan Lunang Tahun
Anggaran 2020.

Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 );
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang -
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan

Organiasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor ....... K

Surat  Keputusan  Bersama: Menteri Dalam  Negeri/Menteri

Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985,
Nomor: 21/MenKes/InstB./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985

tentang penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri
Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala
BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017,
Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan
dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa ;

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok
pokok Pemerintahan Nagari ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 116 Tahun 2011
tentang pembentukan Pemerintah Nagari Sindang Lunang;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
tentang Nagari;

Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016
Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi
Dana Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
Nomor);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
l;lgglo)r 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4);
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Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 );

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2094);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan

Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 961);

Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia ~ Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta
Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun
Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang
Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 04 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;

Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 01 Tahun 2019 Tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

38. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Sindang Lunang
Tahun 2021 Nomor 06);

39. Peraturan Nagari Sindang Lunang Nomor 07 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari

Sindang Lunang Tahun 2022 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Kader PPKBD dan Sub-PPKBD di Lingkungan Nagari Sindang
Lunang Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan;
Kader PPKBD dan Sub-PPKBD tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan
Keluarga Berencana (KB) setiap bulannya;
3. Mencatat hasil Kegiatan Keluarga Berencanan (KB) dan
merekapnya;
4. Membuat laporan hasil Kegiatan Keluarga Berencana (KB) kepada
Wali Nagari Sindang Lunang.
Segala beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Dltef/apkam Sindang Lunang
/Réida Tanggal” 3 Januari 2022
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Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

Bupati Pesisir Selatan;
Camat Lunang;

Yang bersangkutan.
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Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Sindang Lunang;
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. KEPUTUSAN WALI NAGARI SINDANG LUNANG KECAMA TAN LUNANG

LAMPIRAN
NOMOR :141.32 /09 / Kpts/WNSL /1/2022
TANGGAL : 03 Januari 2022
TENTANG  : PENETAPAN KADER PPKBD DAN SUB-PPKBD NAGARI SINDANG LUNANG
TAHUN ANGGARAN 2022
PENETAPAN NAMA-NAMA KADER PPKBD DAN SUB-PPKBD
NAGARI SINDANG LUNANG TAHUN ANGGARAN 2022
NO NAMA KADER JABATAN ALAMAT
1 2 3 4
1 TINIWATI PPKBD SINDANG
2 ERNA LAILA SUB-PPKBD SINDANG
3 INDRA GENI SUB-PPKBD UPT SINDANG
4 RIA ULANDARI SUB-PPKBD SUNGAI LASI

WALT NAGAR{ SINDANG LUNANG
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